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; Biasa

Nomor

Stfat

Lampiran; 1 Berkas

: Fasilrtasi Rancangan Peraturan
Gubemur Kalimantan Utara tentang

Perubahan Alas Peraturan Gubemur

Hal

Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata

Cara Penganggaran, Petaksanaan, dan

Penatausahaan, Pertanggungjawaban

dan Pelaporan serta Monitoring dan

Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

Ytb. Gubemur Kalimantan Utara

Berkenaan dengan suratPj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor:

100.3.2/172/SETDA.III tanggal 23 Juti 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat

disampaikan hal-hal sebagal berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur

Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan, dan Penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan

telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.

2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara dimaksud

agar dilakukan perubahan sebagal langkah penyempurr^an sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7

(tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Direkbjr Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi
e-Perxia.

Demikian untuk menjadi pertiatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Oirektur Jenderal

Otonomi Daerah,

Ooium^n in Mfih dlandManQooi tmctn •MVonh olsh
Orw&jr jenderal Otonomi Oaefih

Malk

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri.

Sesual dengan ketentusn peraturan perundengnaidangan yang berlaKu, doKumen Im telah dltandatangani secara elektronik

menggunakan aertifikat alektronlk yang diterUtkan oteh BSr£ sehingga tMakdiperlukan tandatangan dengan slempelbesak.



RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN ITTARA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA SARAN PENYEMPURNAAN KETERANOAN

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR ... TAHUN...

Tetap

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN

2024 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN.
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN

PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA

BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun
2024 tentang Tata Cara Penganggaran,

Penatausahaan,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
69 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pcngelolaan Keuangan
Daerah, ditetapkan Peraturan Gubernur
Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Penganggaran,

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Bantuan Keuangan;

b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun

2024 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan

Konaiderans Menimbang
diiakukan penyempumaan

penulisan

berdasarkan Lampiran II
angka 18 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011

tentang
Peraturan

undangan.

teknikPelaksanaan,

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan
Keuangan, sudah tidak sesuai dengan kondisi
dan perkembangan saat ini, sehingga perlu
diiakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menctapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas

Dan

Pelaksanaan, dan

Pcmbentukan

Perundang-

hurufUrutan

menyesuaikan.PenatausahaanDan
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KETBRANOAN8ARAN PENYEMPURNAANRANPERGUB KALIMANTAN UTARA

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan
Keuangan, sudah tidak sesuai dengan kondisi
dan perkembangan saat ini sehin^a perht
dilakukan perubahan;

berdasarkan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan
Penatauaahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan aerta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Bantuan Keuangan;

Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor

Tahun

Pengangg£iran,
Penatausahaan,

Pelaporan serta Monitoring dem Evaluasi
Belanja Bantuan Keuangan;

2024 tentang Tata
Pelaksanaan,

Pertanggungjawaban dan

Cara

dan

23

pertimbanganc. bahwa

TetapMengingat; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentamg
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pcmbentukan Pcrundang-Undangan (Lembaran
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana tclah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
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RANPBRGUB KALIMANTAN UTARA SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5362);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5498) sebagaimana
telah beberapa kali diubah tcrakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Taihun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
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KETERANGANSARAH PENYEMPURNAANRANPERGU6 KALIMANTAN UTARA

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembarEin
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10.Peraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan

Kcuangain Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Utara Nomor 1);

TetapMEMUTUSKAN;

Menetapkan ; PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23

TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA

PENGANGGARAN. PELAKSANAAN. DAN
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KETERANGANSARAN PENYEMPURNAANRANPERGUB KALIMANTAN UTARA

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN,

Pasai I

Bebcrapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor
23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan. dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2024 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

Pasai I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun

2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan
Penatausahaan, Pertan^ungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan diubah
sebagai berikut:

Penyempumaan teknik
penulisan
menambahkan Berita

Daerah sebagaimana

Lampiran II Undang-
Undang Nomor 12
Tahun 2011.

dengan

Tetap1. Ketentuan Pasai 1 angka 19 dan angka 20 dihapus, sehingga

Pasai 1 berbunyi sebagm berikut:

Pasai 1

Tetap

Pasai 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelicsanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Gubernur adeilah Gubernur Kalimantan Utara.

4, Satuan Ke:rja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang meiaksanakan urusan pemerintahan daerah.

5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah perangkat daereih

dibidang pengelolaan keuangan dan aset yang bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6. AngKaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
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KETERANGAIi8ARAN PENYEMPURNAANRANPERGUB KALIIAANTAN UTARA

disingkat APBD adalah an^aran pendapatan dan belanja
daeraii Provinsi Kalimantan Utara.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang

memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan aebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.

9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

lO.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksirnal
anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk
setiap program dEin kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana ketja dan anggaran satuan kerja
perangkat daerah.

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyirnpanan uang daerah
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh penerirnaan daerah dan membayar seluruh
pengelueu'an daerah pada bank yang ditetapkan.

12. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja
transfer antar daerah yang dapat dianggarkan sesuEii dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
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KETERANGAN6ARAN PBNYEMPURNAANRANPERGUB KALIMANTAN UTARA

pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentuk^ lain

seF>erti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Belanja Bantuan Keuangan Umum adalah Belanja Bantuan
Keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolanya
diserahkan kepada Penerima Bantuan.

14. Belanja Bantuan Keuangan Khusus adalah Belanja Bantuan

Keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan
oleh Pcmcrintah Dacrah dan pengclolaanya diserahkan
sepenuhnya kepada penerima Bantuan.

15-Penerima Bantuan adalah Pemerintah Kabupaten/Ko^
dan/atau Pemerintah Desa yang menerima Bantuah
Keuangan dan berkedudukan dl Daerah.

16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang seleuijutnyA
disingkat SPP LS adalah dokumen yang diajukan dleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran PembanlU
untuk permintaan pembayaran langsung kepada Bendahikra
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/penerlttiA
hak lainnya atas dasar peijanjian kerja, surat tugas, dan atfiu

surat perintah keija lainnya melalui penerbitan siu^l
perintah membayar langsung.

17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD untuk pembayarEin gaji dan tunjangan,
pembayaran kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan

jasa dan pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya
disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan seba^al
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KETERANGANSARAN PENYEMPURNAANRANPERGUB KALIMANTAN UTARA

dasar pencairan dana yang diterbitkan olch kuasa bendahara
umum daerah atas beban APBD berdasarkan SPM-LS.

19. Dihapus
20. Dihapus
21. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara

Indonesia, baik Penyuluh aparatur sipil negara maupun non

aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan di bidang
pertanian.

22. Penyuluh Perikanan adalah perorangan warga negara
Indonesia, baik Penyuluh aparatur sipil negara maupun non

aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan pen3ailuhan di bidang
perikanan.

23,Usulan adalah permohonan Bupati/Walikota/Kepala Desa

yang disampaikan kepada Gubernur untuk mendukung
capaian kineija Pemerintah Daerah dan/atau Penerima
Bantuan.

24. Tim Bantuan Keuangan Provinsi adalah tim yang dibentuk
oleh Gubernur untuk melaksanakan klarifikasi usulan

kegiatan, melaksanakan klarifikasi usulan rencana kegiatan
dan anggaran dan melaksanakan monitoring dan/ atau
pengawasan Belanja Bantuan Keuangan.

25. Pemerintah

Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.
26. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di wilayah Daerah.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah
APBD Kabupaten/Kota di Daerah.

PemerintahKabupaten / Kota adalah
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KETERANGANSARAN PENYEMPURNAANRANPERGUB KALIMANTAN UTARA

28. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah salah

satu jenis lembaga kemasyarakan desa yang dibentuk melalui

musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
pemehntah desa atau lurah.

29, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut TAPD Kabupaten/Kota adalah tim yang

bertugas men3aapkan dan melaksanedcan kebijakan
Bupati/Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD
Kabupaten/Kota.

Tetap2. Ketentuan Pasal 3 diubaii schingga berbunyi sebeigai berikut:

Pasal 3

Tetap

Pasal3

(l)Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Penerima
Bantuan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertcntu
lainnya.

(2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas :
a. Belanja Bantuan Keuangan Umum; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus.

(3) Belanja Bantuan Keuangan Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a peruntukan
diserahkan kepada Penerima Bantuem.,-'-'''’""^

(4) Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b diperuntukkan sebagai berikut:
a. tambahan penghasilan Pen3ailuh Pertanian Lapangan;
b. tambahan penghasilan Penyuluh Perikanan yang sumber

pendanaannya berasal dari APBD;

pengelolaannya
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KETERANGAN
SARAN PENYEMPURNAAN

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA

c. bantuan keuangan berbasis ekologis; dan
d. bantuan tambahan tunjangan bagi RT.

(5) Penerima tambahan penghasilan Tenaga Penyuluh Pertanian
Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
meliputi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.

(6) Penerima tambahan penghasilan Tenaga Penyuluh Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b m^puti
aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.

(7) Bantuan Keuangan berbasis ekologis sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf c adalah dana yang dipergunakan untuk

kegiatan antara lain:
a., pencegahan kebakaran lahan pada areal penggunaan lain,

b. -perlindungan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
c. -pengelolaan persampahan;
d. perlindungan sumber daya air;
e. pencegahan pencemaran udara; dan
f, pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

(8) Penerima bantuan keuangan tunjangan tambahan Rukun
Tetangga (RT) seb^aimana dimaksud pada ayat (4) huruf d

diberikan kepada ketua RT yang mekanisme penyalurannya
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuru
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(9) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Wali Kota kepada
Gubemur dan dialokasikan melalui mekanisme pembahasan
APBD.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dihapus,
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Tetap

10



KETERANGANSARAN PENYEMPURNAANRANPERGUB KALIMANTAN UTARA

Pasal 4

Tetap

Pasal 4

(l)Penetapan kriteria Penerima Bantuan Keuangan Khusus
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) diatur lebih

lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Gubemur

dan disusun oleh SKPD terksdt meliputi:
a. dihapus; ^
b. dihapus;
c. petunjuk teknis untuk tambahan penghasilan Penyuluh

Pertanian Lapangan disusun oleh SKPD yang membidangi
pertanian;

d. petunjuk teknis untuk tambahan penghasilan Pen5atluh
Perikanan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD
disusun oleh SKPD yang membidangi kelautan dan
perikanan;

e. petunjuk teknis untuk tambahan Belanja Bantuan
Keuangan bcrbasis ckologis disusun oleh SKPD yang
membidangi perencanaan; dan

f, petunjuk teknis untuk belanja bantuan tambahan
tunjangan RT, disusun oleh SKPD yang membidangi
pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria. indikator

dan perhitungan indeks bantuan keuangan bcrbasis ekologis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan
dengan petunjuk teknis yang disusun oleh SKPD yang
menyelenggarakan urusan tersebut. ,

Tetap4. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b dihapus,
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
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KETERANGANSARAN PENYEMPURNAANRANPERGUB KALIMANTAN UTARA

Pasal 5

Tetap

Pasal 5

(l)Usulan Belanja Bantuan Keuangan disampaikan oleh
Bupati/Wali Kota/Kepala Desa kepada Gubemur melalui
mekanisme perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Usulan Belanja Bantuan Keuangan balk berupa kegiatan fisik

maupun non fisik wajib memperhatikan kcwenangan sesuru
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Usulan Belanja Bantuan Keuangan Umum sebagaimana
ditnaksud dalam Pasal 3 ayat (3] dilaksanakan berdasarkan
basil asistensi oleh tim Bantuan Keuangan.

(4) Usulan Beleinja Bantuan Keuangan khusus sebagaimana
dimaksud dedam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan berdaseirkan
hasil verifikasi oleh SKPD yang membidangi sesuai urusan
pemerintahan, meliputi:
a. dihapus; /'
b. dihapus;
c. tambahan penghasilan Penyuluh Pertanian Lapangan

diverifikasi oleh SKPD yang membidangi pertanian;
d. tambahan penghasilan Penyuluh Perikanan yang sumber

pendanaannya berasal dari APBD diverifikasi oleh SKPD
yang membidangi kelautan dan perikanan;

e. Belanja Bantuan Keuangan berbasis ekologis diverifikasi
oleh SKPD yang menangani perencanaan; dan

f. Belanja Bantuan Keuangan tambahan tunjangan RT,
diverifikasi oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan
masyarakat dan desa.

Tetap5. Lampiran III format laporan realisasi penyerapan Bantuan

Keuangan Khusus diubah sehinia^a berbunyi sebagaimana
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tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

TetapPaaal II

Peraturan Gubernur ini muiai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinteihkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
daJam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Penyempurnaan
redaksional.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal...
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal.,.
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANGZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal ...
PJ. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

BUSTANSURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN NOMOR ...

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN

NOMOR ...
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